BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR | TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan struktur organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah yang ideal dan
dinamis, yang mampu beradaptasi terhadap dinamika
perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam
rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah,
serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset
dan Inovasi Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal
3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu
dilakukan penggabungan dan penurunan tipe beberapa
perangkat daerah dan melakukan perubahan
nomenklatur Bappeda menjadi Bapperida;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan
Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
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Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(I) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan
susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

b. Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir;

c. Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir;

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
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Bidang Kesehatan, Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;

4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

S. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe C,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga
Kerja, dan Bidang Transmigrasi;

8. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan;

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

11. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan
Bidang Statistik;

12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian,;

13.Dinas  Penanaman Modal dan PTSP Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
Modal dan PTSP;

14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan
Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang

Kebudayaan;
15.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang

Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
16. Dinas Perikanan Tipe ¢C, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; dan

17.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan.



e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang  Perencanaan serta Bidang
Penelitian'dan Pengembangan;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
lingkup Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan lingkup
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Sub Urusan Bencana.

f. Kecamatan, terdiri dari:
Kecamatan Tembilahan Tipe A;
Kecamatan Tembilahan Hulu Tipe A;
Kecamatan Tempuling Tipe A;
Kecamatan Batang Tuaka Tipe A;
Kecamatan Concong Tipe A;
Kecamatan Enok Tipe A;
Kecamatan Gaung Tipe A;
Kecamatan Gaung Anak Serka Tipe A;
Kecamatan Kateman Tipe A;

. Kecamatan Kempas Tipe A;

. Kecamatan Kemuning Tipe A;

. Kecamatan Keritang Tipe A,

. Kecamatan Kuala Indragiri Tipe A;

. Kecamatan Mandah Tipe A,

. Kecamatan Pelangiran Tipe A;

. Kecamatan Reteh Tipe A;

. Kecamatan Sungai Batang Tipe A;

. Kecamatan Tanah Merah Tipe A;

. Kecamatan Pulau Burung Tipe A; dan

. Kecamatan Teluk Belengkong Tipe A.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja
di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus. /9\ 7



4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, angka 3, angka 6, angka 7,
angka 8, angka 11, angka 12, angka 16, angka 17 dan huruf e angka 1
dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2026.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor
30), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Tahun 2008 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2014 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2014 Nomor 14);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 32),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 12);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2014
tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri
Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor
13].

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal %0 jum w‘l—C‘

ﬂUPATI INDRAGIRI HILIR,

7 HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal %0 \u™ 101§

SEKRETARIS DAERAH

UPATEN INDRAGIRI HILII%

TANTAWI JAUHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR l

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU (11:11.C/202:
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